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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc213078429]Latar Belakang
	Perubahan iklim global telah menjadi isu lingkungan paling mendesak abad ke-21, dengan dampak yang meluas pada ekosistem dan masyarakat dunia. Kenaikan suhu rata-rata bumi sebesar 1,1°C sejak era pra-industri telah memicu peningkatan frekuensi bencana iklim, seperti badai ekstrem dan kekeringan berkepanjangan (IPCC, 2021). Hal ini juga berkontribusi pada krisis pangan global akibat gagal panen dan gangguan rantai pasok energi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi (IPCC, 2022). Negara-negara maju seperti Uni Eropa, Kanada, dan Jepang telah menerapkan kebijakan carbon pricing baik dalam bentuk emission trading scheme maupun carbon tax sebagai instrumen fiskal untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan regulatif konvensional menuju pendekatan ekonomi yang menginternalisasi biaya eksternalitas polusi karbon ke dalam sistem pasar, sehingga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah Lingkungan (World Bank, 2023).
	Secara regional, berbagai negara di Asia telah mengadopsi kebijakan carbon pricing sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim global. Singapura misalnya, menerapkan Carbon Pricing Act 2019 dengan tarif S$25 per ton CO₂e sejak tahun 2024, yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan mendukung transisi energi. Sementara itu, Tiongkok meluncurkan sistem perdagangan karbon nasional yang mencakup lebih dari 2.000 pembangkit listrik, menjadikannya salah satu pasar karbon terbesar di dunia. Tren ini menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga menjadi instrumen fiskal strategis untuk mendorong inovasi teknologi bersih. Selain itu, kebijakan ini memfasilitasi investasi hijau dan meningkatkan ketahanan energi nasional di kawasan Asia, yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (OECD, 2022).
2
	Indonesia, sebagai negara berkembang dan telah melakukan penandatangan Paris Agreement, berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 untuk berkontribusi pada upaya global mitigasi perubahan iklim. Komitmen ini dituangkan melalui Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan domestik dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Target ini mencakup berbagai sektor, termasuk energi, pertanian, dan kehutanan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat Indonesia. Untuk mendukung target ini, Pemerintah Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 13, yang menetapkan dasar hukum pungutan atas setiap satuan emisi karbon dari kegiatan produksi atau konsumsi. Implementasi UU ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk beralih ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Implementasi awal pajak karbon di Indonesia difokuskan pada sektor energi, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara yang memiliki intensitas emisi tinggi. Sektor ketenagalistrikan menyumbang lebih dari 35% total emisi karbon nasional, menjadikan PLTU batubara sebagai penyumbang utama polusi GRK (ESDM, 2022). Salah satu lokasi pilot project adalah PLTU Embalut di Kalimantan Timur, yang dioperasikan oleh PT Cahaya Fajar Kaltim dengan kapasitas 95 MW. Pembangkit ini memiliki faktor emisi 0,9–1,0 ton CO₂/MWh dan utilisasi 70–80%, sehingga menghasilkan ratusan ribu ton CO₂ per tahun. Dengan demikian, PLTU Embalut menjadi objek wajib pajak karbon sesuai ketentuan UU HPP, yang memerlukan pemantauan ketat untuk memastikan kepatuhan dan implementasi sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021.
	Kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana pengendalian eksternalitas lingkungan dan penguatan tata kelola fiskal hijau. Hal ini membantu mengurangi biaya sosial dari polusi karbon, seperti kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Kajian empiris dari sumber resmi menegaskan bahwa pembakaran batubara merupakan kontributor signifikan peningkatan emisi GRK di Indonesia, sehingga pajak karbon dapat mendorong transisi ke energi bersih. Sejalan dengan hal tersebut, Melinda Wijaya (2023) menemukan bahwa lemahnya sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) serta rendahnya kepatuhan industri terhadap kebijakan fiskal lingkungan menjadi penghambat utama efektivitas pajak karbon (Wijaya, 2023). Oleh karena itu, penelitian terhadap implementasi pajak karbon di unit pembangkit seperti PLTU Embalut menjadi penting untuk menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas administrasi, serta legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk skala nasional, mendukung pencapaian NZE 2060 dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (ESDM, 2022).
	Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia menghadapi sejumlah kendala struktural dan administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Hermiliani Olpah, Ambarwati, dan Suwand (2023) yang menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pajak karbon di Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif dan tumpang tindih antar aturan, serta berpotensi meningkatkan biaya produksi energi (Hermiliani Olpah et al., 2023). Sementara itu, Trio Ardhimansyah dan Muammar Khaddafi (2024) mengidentifikasi persoalan koordinasi antar lembaga, keterbatasan data emisi yang akurat, serta resistensi dari sektor industri sebagai faktor yang memperlambat penerapan Kebijakan (Ardhimansyah & Khaddafi, 2024)
	Kedua, dari sisi industri, kebijakan pajak karbon menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya biaya produksi listrik. Edy Gunawan (2023) menyoroti bahwa penundaan implementasi pajak karbon berdasarkan Pasal 13 UU HPP karena alasan pemulihan ekonomi yang justru menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan transparansi kebijakan (Gunawan, 2023). Kondisi ini sejalan dengan temuan Andrew Christian Sudjono dan Ame Suciati Setiawan (2022) yang menunjukkan rendahnya kesiapan industri batubara dalam pelaporan emisi, di mana 34,62% perusahaan bahkan tidak mengungkapkan data karbon mereka (Sudjono & Setiawan, 2022). Laporan internasional tentang carbon pricing menunjukkan bahwa beban fiskal baru ini berpotensi menaikkan tarif listrik dan menurunkan daya saing, khususnya bagi perusahaan energi berbasis batubara. Hal ini menimbulkan dilema antara tujuan keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi di industri ini juga melibatkan penyesuaian operasional,seperti transisi ke bahan bakar alternatif dan energi terbarukan, yang masih dalam tahap awal (Dzaki et al., 2023).
	Ketiga, dari sisi sosial, masyarakat di sekitar PLTU Embalut menunjukkan respons beragam terhadap implementasi pajak karbon. Sebagian mendukung karena diharapkan dapat menekan polusi udara dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Namun sebagian lain khawatir terhadap dampak ekonomi, terutama potensi berkurangnya kesempatan kerja jika operasional PLTU menurun. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan fiskal lingkungan sangat bergantung pada legitimasi sosial dan persepsi keadilan di tingkat lokal. Pandangan ini sejalan dengan temuan Syaikha Aulia dan Julian Aldrin Pasha (2024) yang menunjukkan bahwa negara berkembang sering menghadapi dilema antara stabilitas ekonomi dan tujuan dekarbonisasi (Aulia & Pasha, 2024). Keempat, keterlambatan penyusunan regulasi turunan dari UU HPP menjadi hambatan teknis tambahan dalam implementasi. Ike Yunita Sari (2024) menemukan bahwa regulasi pajak karbon di Indonesia masih bersifat tumpang tindih dan belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Menurutnya, rendahnya kesiapan hukum dan kelembagaan menyebabkan koordinasi antar instansi fiskal dan lingkungan berjalan tidak efisien, sehingga proses integrasi pajak karbon ke dalam sistem ekonomi nasional belum optimal (Sari, 2024). Sementara itu, Margono, Kukuh Sudarmanto, dan Diah Sulistiyani (2022) menyoroti persoalan dari perspektif yuridis-normatif. Mereka menekankan bahwa keabsahan pajak karbon masih menghadapi tantangan karena belum adanya kejelasan panduan administratif serta batas emisi yang menjadi dasar pengenaan pajak, khususnya pada sektor batubara. Kekosongan pedoman tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri energi dan memperlambat pelaksanaan Kebijakan (Margono et al., 2022). Laporan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengakui bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi antar instansi mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak karbon (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang lebih kuat antar-kementerian, agar implementasi pajak karbon dapat berjalan konsisten dan memiliki kepastian hukum bagi pelaku industri.. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses adaptasi di tingkat pelaku industri. Implementasi regulasi ini membutuhkan koordinasi lintas-instansi untuk menyamakan pemahaman dan mempercepat penerapan.
	Secara praktiknya, kebijakan pajak karbon di Indonesia baru diterapkan secara simbolik dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi (Dewi & Dewi, 2022). Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitri Wahyuni (2023) yang menegaskan bahwa meskipun pajak karbon memiliki potensi menurunkan emisi dan mendorong inovasi teknologi rendah karbon, implementasinya masih dibatasi oleh kesiapan hukum dan dinamika politik-ekonomi nasional (Wahyuni, 2023). PLTU Embalut menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan pada level mikro yang sarat tekanan regulatif, normatif, dan kognitif sesuai kerangka Institutional Theory. Namun, implementasi ini belum diimbangi oleh kesiapan teknis dan dukungan kelembagaan memadai. Oleh karena itu, penelitian terhadap implementasi di unit pembangkit seperti PLTU Embalut menjadi penting untuk menilai kesiapan kelembagaan dan legitimasi sosial dari kebijakan tersebut.
Tabel 1 1 Perkembangan Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia (2021-2025)
	Tahun
	Kebijakan/Regulasi
	Fokus Implementasi
	Penjelasan Utama

	2021
	UU No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
	Pengenalan pajak karbon pada sektor PLTU Batubara
	Menetapkan dasar hukum pajak karbon melalui Pasal 13,

	2022
	Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
	Uji coba cap and tax di PLTU dan penyusunan sistem MRV
	Mendorong penerapan perdagangan karbon nasional dan integrasi pajak karbon dengan mekanisme pasar karbon.

	2023
	Permenkeu No. 21/PMK.010/2023 tentang Penerapan Pajak Karbon Bertahap
	Harmonisasi sektor energi dan kesiapan sistem pelaporan
	Menekankan kesiapan infrastruktur MRV 


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 1.1 Sambungan
	Tahun
	Kebijakan/Regulasi
	Fokus Implementasi
	Penjelasan Utama

	
	
	
	dan koordinasi antarinstansi fiskal-lingkungan.

	2023
	Permenkeu No. 21/PMK.010/2023 tentang Penerapan Pajak Karbon Bertahap
	Harmonisasi sektor energi dan kesiapan sistem pelaporan
	Menekankan kesiapan infrastruktur MRV dan koordinasi antarinstansi fiskal-lingkungan.

	2024
	KLHK – Indonesia Carbon Market Framework
	Integrasi pajak karbon dengan carbon trading nasional
	Menetapkan roadmap menuju Net Zero Emission 2060 melalui instrumen nilai ekonomi karbon.

	2025
	Kementerian Keuangan RI – Carbon Tax Implementation Roadmap 2025–2030
	Perluasan ke sektor transportasi dan industri
	Fokus pada penyelarasan kebijakan antar sektor, digitalisasi MRV, dan efisiensi administrasi.


Sumber: UU No.7 Tahun 2021, Perpres No.98 Tahun 2021, Kementerian Keuangan RI (2025), KLHK (2024), diolah oleh penulis (2025)
	Tabel 1.1 menunjukkan bahwa implementasi pajak karbon di Indonesia dilakukan secara bertahap dan adaptif terhadap kesiapan industri serta infrastruktur pelaporan. Namun, keterlambatan pada fase implementasi awal menyebabkan kebijakan belum mencapai efektivitas optimal. Menurut OECD (2021) dan World Bank (2023), tarif pajak karbon Indonesia yang baru diterapkan masih berada di kisaran USD 2 per ton CO₂e, jauh di bawah kisaran harga karbon global yang direkomendasikan sebesar USD 40–60 per ton CO₂e. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinyal harga yang diberikan kepada pelaku industri untuk beralih ke energi bersih masih lemah (OECD, 2021);(World Bank, 2023). Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2023), rendahnya partisipasi industri dalam sistem perdagangan karbon disebabkan oleh keterbatasan insentif fiskal serta belum terintegrasinya kebijakan antara KLHK, ESDM, dan DJP. Hal ini menghambat efektivitas pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi di Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal, 2023).
	Secara praktik  PLTU Embalut, kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya kapasitas teknis pengelolaan data emisi dan pelaporan berbasis MRV. Selain itu, koordinasi antara manajemen PLTU dengan instansi pemerintah daerah juga belum berjalan optimal. Seperti ditegaskan oleh OECD (2021), penerapan pajak karbon yang efektif memerlukan kesiapan kelembagaan dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Ketika kesiapan tersebut tidak seimbang, terutama di daerah penghasil energi, muncul kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan operasional di tingkat lokal (OECD, 2021).
	Penelitian terdahulu mengenai kelayakan implementasi pajak karbon di Indonesia juga menegaskan bahwa hambatan terbesar tidak terletak pada instrumen fiskalnya, melainkan pada aspek tata kelola dan administrasi. Rendahnya kesiapan sistem pelaporan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta potensi ketidakadilan ekonomi menunjukkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam menjamin keadilan distribusi manfaat kebijakan harga karbon (Yahya & Rosdiana, 2025) . Sementara itu, Ali, Aczel, dan Madani (2025) menekankan bahwa tanpa adanya mekanisme just energy transition yang inklusif, kebijakan dekarbonisasi berisiko meningkatkan ketimpangan sosial dan konflik ekonomi, khususnya di negara berkembang (Ali et al., 2025). Dengan demikian, gejala masalah utama yang muncul bukan hanya terkait efektivitas fiskal pajak karbon, tetapi juga mencakup aspek teknis, sosial, dan kelembagaan. PLTU Embalut sebagai studi kasus menjadi representasi konkret dari kompleksitas penerapan kebijakan fiskal lingkungan di Indonesia antara tuntutan keberlanjutan dan realitas industrialisasi berbasis batubara.
	Kebijakan pajak karbon memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi sektor energi tetapi juga terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara ekonomi, pajak karbon diharapkan dapat menginternalisasi biaya eksternalitas dari emisi karbon ke dalam harga energi. Prinsip ini sejalan dengan teori Pigouvian yang menekankan bahwa pajak lingkungan berfungsi mengoreksi kegagalan pasar akibat aktivitas ekonomi yang menimbulkan polusi (Stiglitz et al., 2017). Namun, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal negara dan elastisitas permintaan energi.
	Penerapan pajak karbon di Indonesia masih berada pada tahap awal, sehingga dampaknya terhadap penurunan emisi belum signifikan. Berdasarkan data World Bank (2023), kontribusi kebijakan harga karbon secara global baru menyumbang sekitar 4% terhadap pengurangan emisi, dan posisi Indonesia masih di bawah rata-rata negara G20. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal dan kebijakan energi agar pajak karbon tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan benar-benar mendorong proses dekarbonisasi nasional. Dari perspektif sosial, penerapan pajak karbon berpotensi menambah beban ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah apabila kenaikan biaya produksi energi dialihkan kepada konsumen akhir. Untuk mencegah munculnya ketimpangan baru, perlu disiapkan mekanisme kompensasi sosial, misalnya melalui green subsidy atau insentif energi bagi rumah tangga miskin energi (energy poor households) sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2022). Dari perspektif lingkungan, kebijakan pajak karbon berpotensi memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Laporan World Energy Outlook 2023 oleh International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa kombinasi antara penerapan harga karbon (carbon pricing) dan peningkatan investasi pada energi terbarukan serta efisiensi energi dapat menurunkan intensitas emisi CO₂ hingga 20–25% pada tahun 2030, khususnya di negara berkembang. Selain itu, kebijakan ini turut mendorong perubahan perilaku korporasi menuju efisiensi energi, inovasi teknologi rendah karbon, dan diversifikasi sumber energi yang lebih bersih (International Energy Agency (IEA), 2023).
	Di wilayah penghasil energi seperti Kalimantan Timur, penerapan pajak karbon berpotensi mempercepat transisi menuju energi bersih dengan mendorong efisiensi pembangkit dan pemanfaatan biomassa lokal sebagai bahan bakar campuran. Namun, tanpa dukungan kebijakan subsidi energi bersih yang kuat, beban fiskal dari pajak karbon dapat menghambat daya saing ekonomi daerah. Sebagaimana diuraikan oleh IESR (2023), transisi energi perlu dirancang secara berimbang agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan lapangan kerja masyarakat setempat ((IESR), 2023). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan dalam menilai implementasi pajak karbon di Indonesia sesuai UU No.7 Tahun 2021, khususnya pada tingkat unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Secara ideal, pajak karbon dirancang sebagai instrumen fiskal yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara aktivitas ekonomi dan dampak lingkungannya, sekaligus meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung transisi energi bersih. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala kelembagaan, teknis, dan sosial yang cukup kompleks (Sipayung, 2024).
	Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan antara rancangan normatif kebijakan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan praktik implementasinya di tingkat operasional. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis makro kebijakan pajak karbon di tingkat nasional (Dewi et al., 2021; Nugroho et al., 2021), sementara kajian yang menelaah pelaksanaan kebijakan ini pada tingkat mikro—seperti di unit PLTU tertentu—masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi pajak karbon pada PLTU Embalut, dengan menitikberatkan pada empat indikator utama, yaitu tingkat kepatuhan pajak, mekanisme pelaporan emisi melalui sistem MRV,  prosedur administrasi perpajakan yang dijalankan PLTU, dan hambatan teknis serta regulatif yang dihadapi. 
	Penelitian ini memberikan pendekatan analisis yang berbeda dengan mengombinasikan kajian empiris di tingkat unit pembangkit listrik dengan kerangka teori kelembagaan yang menyoroti interaksi antara aspek regulatif, normatif, dan kognitif (Scott, 2020). Pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri secara mendalam bagaimana pelaku industri di sektor ketenagalistrikan merespons penerapan kebijakan pajak karbon, baik dari sisi kepatuhan administratif maupun kesiapan kelembagaan.. Integrasi antara analisis kelembagaan dan data empiris di lapangan diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi pajak karbon dalam konteks sektor ketenagalistrikan. Di sisi lain, konteks kebijakan nasional yang tengah bergerak menuju reformasi fiskal hijau menjadikan kajian ini relevan bagi perumusan kebijakan ke depan. Pemerintah Indonesia berencana memperluas cakupan pajak karbon ke sektor-sektor strategis lainnya, termasuk transportasi dan industri, mulai tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, hasil analisis dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berbasis bukti empiris untuk memperkuat desain kebijakan dan memastikan bahwa penerapan pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai pendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkeadilan sosial.
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak karbon pada PLTU Embalut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan berfokus pada empat indikator utama, yaitu tingkat kepatuhan pajak, mekanisme pelaporan emisi melalui sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), prosedur administrasi perpajakan yang dijalankan oleh PLTU, serta hambatan teknis dan regulatif yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Institusional (Institutional Theory) sebagaimana dikemukakan oleh Scott (2020), yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi oleh tiga pilar utama yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif berkaitan dengan tekanan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, pilar normatif mencakup nilai, standar, dan norma yang berlaku di lingkungan organisasi, sedangkan pilar kognitif menggambarkan persepsi dan keyakinan pelaku terhadap legitimasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana PLTU Embalut menyesuaikan diri terhadap tekanan kelembagaan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia (Scott, 2020).
	Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study). Fokus penelitian diarahkan pada satu unit analisis, yaitu PLTU Embalut sebagai lokasi penerapan awal kebijakan pajak karbon. Data primer diperoleh melalui dua bentuk utama, yaitu
wawancara mendalam dengan pihak manajemen PLTU Embalut yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pajak karbon di tingkat operasional dan
penelaahan dokumen internal PLTU, seperti laporan emisi dan arsip administrasi perpajakan, untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dalam regulasi dan praktik faktual di lapangan. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa dokumen regulasi, laporan kebijakan fiskal, serta pedoman teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan antara struktur kelembagaan dan implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut (Miles et al., 2014)
	Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana pajak karbon (Carbon Tax) diimplementasikan berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus masukan kebijakan yang relevan untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan berkelanjutan.
[bookmark: _Toc213078430]Fokus Penelitian
	Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pajak karbon diterapkan di PLTU Embalut, yang menjadi salah satu lokasi uji coba penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada dasarnya kebijakan ini dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Namun, pada tataran praktik, penerapannya di tingkat unit pembangkit sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun sosial, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.
	Penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan pajak karbon tersebut diterjemahkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di PLTU Embalut, yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah ini dikenal sebagai wilayah dengan ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi pada sektor energi fosil dan pertambangan. Oleh karena itu, penerapan pajak karbon di kawasan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengubah perilaku industri energi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, penelitian memusatkan perhatian pada sejauh mana pihak manajemen PLTU mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan kebijakan nasional tentang dekarbonisasi sektor energi.
	Penelitian ini berfokus pada empat aspek utama dalam pelaksanaan kebijakan pajak karbon, yaitu:
1. Tingkat kepatuhan pajak, untuk melihat sejauh mana PLTU Embalut melaksanakan kewajiban fiskal terkait emisi karbon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaporan emisi melalui sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), yang berfungsi sebagai alat utama transparansi dan akuntabilitas dalam pengukuran emisi karbon.
3. Prosedur administrasi perpajakan karbon, yang meliputi proses pelaporan, verifikasi, serta koordinasi antara PLTU dengan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
4. Hambatan teknis dan regulatif, baik yang muncul dari keterbatasan sistem pelaporan, pemahaman terhadap regulasi, maupun sinergi kelembagaan antar instansi.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus  dengan landasan Teori Institusional (Scott, 2020). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana tiga pilar kelembagaan  regulatif, normatif, dan kognitif membentuk perilaku serta respons organisasi terhadap kebijakan publik.
1. Pilar regulatif mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah.
2. Pilar normatif berkaitan dengan nilai dan norma yang hidup di lingkungan organisasi, termasuk dorongan moral dan profesional untuk bertindak sesuai ekspektasi sosial.
3. Pilar kognitif berhubungan dengan cara pandang, keyakinan, serta pemahaman aktor terhadap legitimasi dan manfaat kebijakan pajak karbon itu sendiri.
	Lebih jauh, penelitian ini juga berusaha memahami bagaimana berbagai tekanan kelembagaan (institutional pressures) baik yang datang dari pemerintah pusat, perusahaan induk, maupun lingkungan sosial di sekitar PLTU memengaruhi proses adaptasi organisasi terhadap perubahan kebijakan fiskal lingkungan.
Analisis akan difokuskan pada bagaimana kebijakan nasional tersebut berinteraksi dengan konteks lokal, sehingga dapat tergambar dinamika nyata pelaksanaan reformasi fiskal hijau (green fiscal reform) di daerah penghasil energi seperti Kutai Kartanegara.
	Melalui fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana kebijakan pajak karbon dijalankan di tingkat operasional, termasuk tantangan dan peluang yang muncul dalam proses penerapannya. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan transisi energi yang adil, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia.
[bookmark: _Toc213078431]Rumusan Masalah
	Implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, khususnya pada sektor ketenagalistrikan berbasis batubara seperti PLTU Embalut, menghadirkan tantangan multidimensional yang mencakup aspek fiskal, teknis, kelembagaan, dan sosial. Meskipun secara normatif kebijakan ini telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), efektivitasnya di tingkat operasional masih dipengaruhi oleh kesiapan sistem administrasi, kapasitas kelembagaan, serta konsistensi pelaporan emisi.
	Kesenjangan antara regulasi yang ideal dan praktik faktual di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awalnya sebagai instrumen pengendalian emisi dan pendorong transisi energi bersih. Selain itu, dalam konteks lokal Kalimantan Timur yang merupakan wilayah penghasil energi fosil, pelaksanaan pajak karbon di PLTU Embalut juga dihadapkan pada tekanan kelembagaan (institutional pressures) yang beragam mulai dari tekanan regulatif berupa kewajiban hukum dan peraturan pemerintah, tekanan normatif dari standar dan ekspektasi kebijakan nasional, hingga tekanan kognitif yang muncul dari persepsi pelaku industri terhadap legitimasi dan manfaat kebijakan tersebut (Scott, 2020).
	Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian empiris yang mendalam untuk menilai bagaimana kebijakan pajak karbon benar-benar diimplementasikan pada tingkat unit pembangkit listrik, baik dari sisi kepatuhan administratif, kesiapan kelembagaan, maupun hambatan teknis yang dihadapi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai ruang lingkup penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi pajak karbon pada PLTU Embalut berdasarkan UU No.7 Tahun 2021.
[bookmark: _Toc213078432]Tujuan Penelitian
	Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pajak karbon pada PLTU Embalut berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU  HPP) khususnya terkait pajak karbon.
[bookmark: _Toc213078433]Manfaat Penelitian
	Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
[bookmark: _Toc213078434] Manfaat secara teoritis
1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan lingkungan (environmental taxation).
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan pajak karbon (carbon tax) dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memperluas literatur empiris mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pengendalian emisi karbon di tingkat mikro (unit industri), yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam.
2. Memperluas pemahaman tentang teori kebijakan fiskal hijau (green fiscal policy).
Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai peran instrumen pajak dalam mendorong perilaku ramah lingkungan dan transisi energi berkelanjutan. Dengan menelaah kasus PLTU Embalut, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang penerapan teori tersebut dalam konteks negara berkembang yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang khas.
3. Menyediakan referensi konseptual bagi pengembangan model implementasi kebijakan pajak karbon.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan model implementasi kebijakan pajak karbon yang menekankan aspek kepatuhan dan efektivitas administratif. Temuan ini dapat digunakan dalam penelitian lanjutan di bidang ekonomi lingkungan, kebijakan publik, dan manajemen energi berkelanjutan, sekaligus memperkuat basis teori dan praktik mengenai hubungan antara regulasi fiskal dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks ekonomi energi nasional.
[bookmark: _Toc213078435]1.5.2 Manfaat secara praktis
	Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan pajak karbon, yaitu:
1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan. 
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan empiris dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi turunan pajak karbon, terutama terkait dengan mekanisme pelaporan emisi (MRV), penghitungan kewajiban pajak, dan prosedur administrasi di tingkat industri. Temuan penelitian ini juga dapat membantu Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan serta efektivitas implementasi kebijakan pajak karbon secara nasional.
2. Bagi Industri dan Pengelola PLTU
Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pajak karbon, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi kepatuhan fiskal dan efisiensi energi. Bagi manajemen PLTU Embalut maupun unit PLTU lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan transparansi pelaporan emisi dan menyusun rencana mitigasi emisi berbasis pajak karbon.
3. Bagi Masyarakat dan Pemerhati Lingkungan
Penelitian ini dapat memperkuat pemahaman publik tentang peran pajak karbon dalam pengendalian polusi udara dan perubahan iklim. Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi sosial dan pengawasan publik terhadap kebijakan lingkungan yang dijalankan oleh pemerintah dan industri.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang berminat mengembangkan kajian lanjutan mengenai implementasi pajak karbon, kebijakan energi bersih, atau ekonomi hijau di Indonesia. Hasil penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan studi komparatif antar-PLTU atau antar-sektor terkait efektivitas pajak karbon dalam menekan emisi gas rumah kaca.
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[bookmark: _Toc213078436]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc213078437]2.1 Teori Institusional (Institutional Theory)
[bookmark: _Toc213078438]2.1.1 Konsep dasar teori institusional (Institutional Theory)
	Pemikiran awal teori institusional dikembangkan oleh Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983), yang menyoroti bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan eksternal untuk memperoleh legitimasi. Teori Institusional (Institutional Theory) berakar pada pemikiran sosiologis yang menekankan bahwa perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial, norma, serta aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Meyer dan Rowan (1977) dalam artikelnya Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony menegaskan bahwa organisasi sering kali mengadopsi struktur formal tertentu bukan untuk meningkatkan efisiensi, melainkan untuk memperoleh legitimasi sosial melalui kesesuaian terhadap ekspektasi institusional (Meyer & Rowan, 1977). 


	Pendekatan ini kemudian diperluas oleh DiMaggio dan Powell (1983) melalui konsep institutional isomorphism dalam artikel klasik mereka "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields" yang diterbitkan dalam American Sociological Review, memperkenalkan tiga mekanisme yang mendorong homogenisasi organisasi yaitu koersif, mimetik, dan normative. Koersif (Coercive Isomorphism) merupakan tekanan yang berasal dari kekuatan formal dan paksaan oleh pihak eksternal yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Organisasi dipaksa untuk mematuhi aturan, regulasi, atau ekspektasi dari pemerintah, regulator, atau organisasi induk. Mimetik (Mimetic Isomorphism) merupakan tekanan yang muncul ketika organisasi menghadapi ketidakpastian, sehingga mereka meniru praktik organisasi lain yang dianggap lebih sukses sebagai solusi. Normatif (Normative Isomorphism) merupakan tekanan yang berasal dari profesionalisasi dan norma sosial yaitu nilai-nilai bersama yang dikembangkan melalui pendidikan formal, asosiasi profesi, atau 
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jaringan industri yang membentuk standar tentang "cara yang benar" dalam beroperasi. Kontribusi teoritis mereka menggeser fokus dari efisiensi ekonomi menuju legitimasi institusional sebagai pendorong utama perilaku organisasi, sebuah perspektif yang sangat relevan untuk memahami mengapa PLTU mengadopsi sistem pelaporan emisi bukan semata karena manfaat operasional, tetapi terutama untuk memenuhi ekspektasi regulatif dan sosial (DiMaggio & Powell, 1983)
	Scott dalam bukunya “Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities” (2014) kemudian menyempurnakan teori ini dengan membagi institusi ke dalam tiga pilar utama yang saling berinteraksi yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif berkaitan dengan hukum, kebijakan formal, dan sanksi yang memaksa kepatuhan melalui mekanisme koersif. Pilar ini mencakup peraturan perundang-undangan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan organisasi mematuhi aturan karena ancaman hukuman atau konsekuensi administratif. Pilar normatif mencakup nilai-nilai, ekspektasi sosial, dan norma profesional yang mendefinisikan perilaku yang dianggap tepat atau benar dalam suatu komunitas atau profesi. Pilar ini beroperasi melalui tekanan moral dan kewajiban sosial, di mana organisasi bertindak bukan karena paksaan hukum tetapi karena dorongan untuk memenuhi standar etika dan ekspektasi masyarakat. Sementara pilar kognitif berhubungan dengan cara berpikir, keyakinan bersama, dan asumsi yang diterima begitu saja dalam masyarakat, yang membentuk bagaimana realitas dipahami dan diinterpretasikan. Pilar ini menciptakan kerangka pemahaman kolektif yang membuat praktik-praktik tertentu tampak alamiah, logis, atau tidak terelakkan tanpa perlu dipertanyakan lagi. Dalam implementasi pajak karbon, pilar kognitif beroperasi ketika pengelolaan emisi karbon tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab korporat yang sudah seharusnya dilakukan (Scott, 2013). Ketiga pilar ini tidak beroperasi secara terpisah melainkan saling memperkuat dalam menciptakan stabilitas sosial dan legitimasi terhadap tindakan organisasi, di mana institusi yang kuat didukung secara bersamaan oleh penegakan regulatif, penerimaan normatif, dan naturalisasi kognitif, sehingga membentuk struktur sosial yang kokoh dan bertahan lama yang terus membentuk perilaku organisasi bahkan dalam menghadapi perubahan eksternal.
	Seiring dengan perkembangan modern, teori ini digunakan secara luas untuk menganalisis dinamika kebijakan publik dan tata kelola lingkungan (environmental governance). Dalam konteks kebijakan pajak karbon di Indonesia, teori institusional menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana PLTU Embalut menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah melalui pilar regulatif, ekspektasi publik terhadap keberlanjutan melalui pilar normatif, serta kesadaran organisasi akan tanggung jawab lingkungan melalui pilar kognitif. Ketiga pilar ini tidak hanya beroperasi secara independen tetapi saling mempengaruhi dalam membentuk respons organisasi terhadap kebijakan pajak karbon. Pilar regulatif memberikan kerangka legal yang mengikat, memaksa PLTU untuk mematuhi kewajiban pelaporan emisi dan pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ancaman sanksi administratif dan finansial bagi yang melanggar. Namun kepatuhan yang semata didasarkan pada tekanan regulatif cenderung bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan, di mana organisasi mungkin hanya memenuhi persyaratan minimal tanpa komitmen substantif terhadap pengurangan emisi. Pilar normatif memperkuat implementasi dengan menciptakan tekanan sosial dan profesional yang mendorong PLTU untuk tidak sekadar patuh secara administratif tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, karena ekspektasi dari masyarakat, organisasi lingkungan, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lain menuntut tanggung jawab korporat yang melampaui kepatuhan minimal. Sementara pilar kognitif berperan dalam mengubah cara pandang fundamental organisasi, dari menganggap pajak karbon sebagai beban eksternal yang mengganggu operasional menjadi memahaminya sebagai bagian integral dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Keberhasilan implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut, karena dominasi salah satu pilar tanpa dukungan pilar lainnya akan menghasilkan implementasi yang rapuh dan tidak efektif, misalnya regulasi yang ketat tanpa legitimasi normatif akan memicu resistensi, atau komitmen normatif tanpa kerangka regulatif yang jelas akan menghasilkan tindakan yang tidak konsisten dan sulit diukur dampaknya.
[bookmark: _Toc213078439]2.1.2 Tekanan Isomorfik dalam Implementasi Kebijakan Pajak Karbon
	Konsep isomorfisme yang dikembangkan DiMaggio dan Powell (1983) memberikan kerangka analitis penting dalam menjelaskan bagaimana organisasi menghadapi tekanan kelembagaan. Terdapat tiga bentuk utama tekanan yaitu:
1. Tekanan koersif (coercive isomorphism), yang timbul dari regulasi dan kebijakan formal. Dalam kasus PLTU Embalut, tekanan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan dasar hukum pajak karbon dan mengatur sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) untuk pelaporan emisi.
2. Tekanan mimetik (mimetic isomorphism), terjadi ketika PLTU meniru praktik organisasi lain yang dianggap berhasil dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan lingkungan, seperti penerapan sistem pelaporan emisi berbasis digital yang telah dilakukan oleh PLN Group di beberapa wilayah.
3. Tekanan normatif (normative isomorphism), muncul dari asosiasi profesional, lembaga internasional, dan norma sosial tentang tanggung jawab lingkungan.
	Tekanan isomorfik ini tidak bersifat linier, tetapi interaktif. DiMaggio dan Powell (1983) menyebut bahwa organisasi dapat melakukan decoupling, yakni memisahkan simbolik kepatuhan administratif dari perubahan praktik operasional yang sesungguhnya (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks PLTU Embalut, fenomena decoupling dapat terjadi ketika laporan emisi karbon disampaikan secara administratif sesuai format MRV, namun tidak disertai perubahan signifikan dalam teknologi efisiensi energi atau bahan bakar.
[bookmark: _Toc213078440]2.1.3 Legitimasi Institusional dalam Implementasi Pajak Karbon
	Legitimasi merupakan inti dari teori institusional karena menjadi sumber keberlanjutan organisasi. Suchman dalam artikelnya berjudul “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches” (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan organisasi sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial yang berlaku. Suchman membedakan tiga bentuk legitimasi diantaranya:
1. Legitimasi pragmatis, ketika kebijakan memberi manfaat langsung bagi aktor (misalnya insentif fiskal dari pemerintah untuk PLTU).
2. Legitimasi moral, ketika kebijakan dianggap etis karena berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.
3. Legitimasi kognitif, ketika kebijakan diterima sebagai bagian dari pemahaman sosial yang wajar dan benar.
	Di PLTU Embalut, legitimasi kebijakan akan terbentuk apabila kebijakan pajak karbon dipandang tidak sekadar sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai komitmen moral terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan lokal.
[bookmark: _Toc213078441]2.1.4 Integrasi Teori Institusional dengan Aspek Penelitian
	Dalam penelitian ini, teori institusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan kelembagaan dan upaya memperoleh legitimasi memengaruhi empat aspek utama pelaksanaan pajak karbon di PLTU Embalut secara sistematis dan saling terkait. Aspek pertama adalah tingkat kepatuhan pajak, yang terutama dijelaskan melalui pilar regulatif dan tekanan koersif, di mana kepatuhan PLTU Embalut ditentukan oleh kejelasan aturan perpajakan dalam UU No. 7 Tahun 2021, ketegasan sanksi fiskal bagi pelanggar, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Kepatuhan yang didorong oleh pilar regulatif ini mencerminkan respons organisasi terhadap tekanan formal dari negara, namun level kepatuhan substantif versus seremonial akan bergantung pada seberapa kuat pilar normatif dan kognitif mendukung internalisasi kewajiban pajak sebagai tanggung jawab legitimate. 
	Aspek kedua adalah sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang terutama dipengaruhi oleh pilar normatif dan kognitif, di mana transparansi dan akurasi pelaporan emisi tidak hanya bergantung pada prosedur teknis tetapi juga pada nilai-nilai profesional yang dianut personel PLTU, kesadaran lingkungan yang tertanam dalam budaya organisasi, serta pemahaman kognitif bahwa pelaporan emisi yang kredibel merupakan prakondisi legitimasi sosial dalam era transisi energi. Sistem MRV yang efektif memerlukan tidak hanya compliance terhadap standar teknis tetapi juga komitmen normatif terhadap transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai profesional yang dijunjung tinggi. Aspek ketiga adalah prosedur administrasi perpajakan karbon yang mencerminkan pilar regulatif dalam dimensi struktural, di mana efektivitas administrasi bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM, dan efisiensi prosedur birokratis dalam pemrosesan pelaporan hingga pembayaran pajak. Koordinasi lintas lembaga ini mencerminkan kompleksitas struktur formal institusional dalam governance pajak karbon yang menuntut integrasi antara kebijakan fiskal, regulasi lingkungan, dan kebijakan energi. 
	Aspek keempat adalah hambatan teknis dan regulatif yang dijelaskan melalui interaksi ketiga pilar institusional secara simultan, di mana keterbatasan sumber daya manusia dalam pengukuran emisi mencerminkan kelemahan pilar kognitif, tumpang tindih atau ambiguitas regulasi menunjukkan inkonsistensi pilar regulatif, sementara resistensi budaya organisasi terhadap perubahan praktik operasional merepresentasikan kelemahan pilar normatif. Hambatan-hambatan ini secara kolektif membentuk apa yang disebut inersia institusional, yaitu kecenderungan organisasi dan sistem untuk mempertahankan status quo meskipun menghadapi tekanan perubahan eksternal. Dalam artikel berjudul ”Analysis the effectiveness of implementation carbon tax in Indonesia” menyoroti bahwa efektivitas kebijakan pajak karbon di Indonesia dipertanyakan tidak hanya dari aspek teknis desain kebijakan, tetapi terutama dari kemampuannya mengubah perilaku pelaku usaha menuju pembangunan rendah emisi. Penelitian mereka menemukan bahwa tarif pajak karbon yang ditetapkan pemerintah Indonesia masih terlalu rendah untuk mendorong perubahan perilaku signifikan, sementara penundaan implementasi pada April dan Juli 2022 menunjukkan kelemahan dalam komitmen dan kesiapan institusional. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa keengganan perusahaan untuk beralih ke model bisnis berkelanjutan bukan semata persoalan kesadaran lingkungan, tetapi disebabkan oleh ketiadaan alternatif teknologi terbarukan yang accessible dan kebijakan harga karbon yang efisien (Dewi & Dewi, 2022). Temuan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi pajak karbon sangat bergantung pada konsistensi sistem monitoring dan koordinasi kelembagaan yang mampu memastikan bahwa regulasi harga karbon berfungsi sebagai in strumen manajemen yang efektif untuk mengubah perilaku dan mendorong inovasi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam perspektif teori institusional, hambatan-hambatan ini mencerminkan kelemahan simultan pada ketiga pilar. 
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	Kebijakan pajak karbon di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 13 Bab VI, yang memperkenalkan pajak atas emisi karbon dari kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK). Pengenaan pajak karbon ini menandai transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan fiskal Indonesia, di mana dimensi lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong perubahan perilaku ekonomi menuju kegiatan rendah karbon sekaligus mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) 2060 (Republik Indonesia, 2021).
Sebagai instrumen fiskal hijau (green fiscal policy), pajak karbon menjadi bagian integral dari kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional (NDC). Perpres ini menetapkan empat mekanisme utama dalam pelaksanaan NEK, yaitu (1) perdagangan karbon (carbon trading), (2) pajak karbon (carbon tax), (3) pembayaran berbasis kinerja (result-based payment), dan (4) offset karbon (carbon offset). Melalui Perpres ini, Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Updated NDC Indonesia 2022 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
Pelaksanaan NEK kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Permen ini mengatur mekanisme registrasi, verifikasi, dan pelaporan emisi melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). SRN menjadi platform utama dalam sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) nasional, yang menjadi basis data untuk perhitungan emisi dan transaksi karbon. Keberadaan SRN memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi NEK, termasuk pelaksanaan pajak karbon di sektor energi, seperti PLTU Embalut yang menjadi lokasi studi penelitian ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
Dengan demikian, hingga saat ini, implementasi pajak karbon masih dalam tahap transisi menuju penerapan penuh. Pemerintah telah melakukan uji coba (pilot project) pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sejak tahun 2022, di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan KLHK. Tahapan ini berfungsi untuk menguji kesiapan sistem MRV, metode penghitungan emisi, serta mekanisme koordinasi antarlembaga sebelum kebijakan diberlakukan secara nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021a);(World Bank, 2023).
Integrasi antara UU HPP, Perpres 98/2021, dan PermenLHK 21/2022 mencerminkan pendekatan hibrida antara kebijakan fiskal dan kebijakan lingkungan. UU HPP memberikan dasar legal formal bagi pungutan fiskal berbasis emisi, Perpres 98/2021 menyediakan arah kebijakan strategis dan target nasional penurunan emisi, sementara PermenLHK 21/2022 menyediakan pedoman teknis pelaksanaan nilai ekonomi karbon yang mencakup mekanisme registrasi, verifikasi, dan pelaporan emisi. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi representasi nyata dari reformasi kelembagaan dalam tata kelola lingkungan berbasis pasar, di mana pajak karbon berfungsi ganda sebagai instrumen ekonomi dan alat regulasi lingkungan.
Dalam perspektif teori institusional (Scott, 2020), kebijakan pajak karbon Indonesia memperlihatkan interaksi kuat antara tiga pilar institusional antara regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif terlihat melalui kerangka hukum formal (UU HPP dan Perpres 98/2021) yang memberikan legitimasi dan sanksi kepatuhan. Pilar normatif berkembang melalui tekanan sosial dan kebijakan publik yang mendorong tanggung jawab korporasi terhadap emisi karbon. Sedangkan pilar kognitif tercermin dari perubahan cara pandang industri energi, yang mulai menginternalisasi risiko lingkungan sebagai bagian dari risiko bisnis dan tanggung jawab sosial.
Meskipun demikian, tantangan masih muncul terutama dalam aspek kepastian hukum dan kesiapan sistem administrasi pajak karbon. Ketidakpahaman dalam metodologi pengukuran emisi dan keterbatasan kapasitas teknis operator MRV di tingkat PLTU menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada efektivitas instrumen hukum, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan antara Kementerian Keuangan, KLHK, dan sektor industri energi untuk memastikan bahwa sistem NEK dan pajak karbon berjalan konsisten dan terukur.
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Mekanisme pajak karbon di Indonesia dirancang berdasarkan prinsip cap and tax, yaitu kombinasi antara penetapan batas emisi (cap) dan pengenaan pajak (tax) atas emisi yang melampaui batas tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengendalikan total emisi sekaligus memberikan sinyal harga karbon untuk mendorong perubahan perilaku industri. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), kebijakan pajak karbon dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021b). Secara garis besar, mekanisme pelaksanaan pajak karbon diatur melalui tiga tahapan utama, yaitu:
1. Penetapan batas emisi (cap) berdasarkan sektor dan sub-sektor kegiatan, dengan mempertimbangkan intensitas emisi dan kapasitas teknologi pengendalian di masing-masing entitas.
2. Pengenaan pajak atas emisi karbon yang melebihi batas (excess emission) sesuai dengan ketentuan tarif dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
3. Integrasi dengan mekanisme perdagangan karbon (carbon trading), sehingga pelaku usaha dapat memilih untuk menurunkan emisi secara langsung atau membeli kredit karbon guna menutupi kelebihan emisi yang dimilikinya 
Tarif pajak karbon di Indonesia ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram CO₂e (setara Rp30.000 per ton CO₂e). Nilai ini relatif rendah dibandingkan dengan standar internasional yang direkomendasikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022), yang berkisar antara USD 50–100 per ton CO₂e untuk mencapai target Paris Agreement (Effective Carbon Rates 2022: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading). Meski demikian, tarif awal ini dipandang sebagai starting point strategis untuk membangun sistem harga karbon dan menginternalisasi biaya eksternalitas emisi ke dalam sistem ekonomi nasional (Massagony et al., 2025).
Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan roadmap implementasi pajak karbon hingga tahun 2030 melalui pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kesiapan industri, sistem pelaporan emisi, serta kapasitas kelembagaan. Tahapan ini diawali dengan implementasi pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada periode 2022–2024, kemudian diperluas ke sektor transportasi, industri semen, dan manufaktur pada periode 2025–2030 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Pendekatan bertahap tersebut bertujuan agar transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat dilakukan secara adaptif dan berkeadilan (just transition), dengan memperhatikan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan komitmen pengurangan emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).
Dari perspektif Teori Institusional, mekanisme pajak karbon ini mencerminkan pilar regulatif (regulative pillar) yang kuat, karena dibangun di atas kerangka hukum formal dan sanksi fiskal yang jelas. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pilar normatif dan kognitif, yaitu penerimaan sosial dan kesadaran organisasi terhadap nilai keberlanjutan. Dalam konteks PLTU Embalut, kebijakan ini menuntut penyesuaian kelembagaan dan sistem pelaporan MRV agar kepatuhan pajak dan transparansi emisi dapat terwujud secara konsisten.
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Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), objek pajak karbon adalah setiap emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan menghasilkan emisi karbon, termasuk badan usaha yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara seperti PLTU Embalut. Dengan demikian, sektor ketenagalistrikan menjadi prioritas dalam fase awal implementasi kebijakan ini mengingat kontribusinya terhadap total emisi nasional.
Dasar pengenaan pajak karbon ditentukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:
1. Hasil pengukuran emisi karbon melalui sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
2. Harga karbon nasional, yang ditetapkan pemerintah sebagai instrumen nilai ekonomi karbon untuk menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan 
3. Jumlah emisi yang melebihi batas emisi (emission cap) yang ditetapkan berdasarkan sektor dan standar efisiensi tertentu, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 21 Tahun 2022.
Tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia adalah akurasi pengukuran emisi dan integritas sistem MRV. Tanpa pelaporan yang transparan, konsisten, dan dapat diaudit, kebijakan ini berisiko menjadi simbolik (compliance on paper) tanpa menghasilkan penurunan emisi yang nyata. Kondisi ini sejalan dengan temuan World Bank (2022) yang mencatat bahwa efektivitas pajak karbon di negara berkembang sangat bergantung pada keterpaduan antara sistem MRV, lembaga verifikasi independen, dan mekanisme penetapan harga karbon yang kredibel (World Bank, 2022).
Dalam konteks PLTU, sistem MRV berfungsi sebagai tulang punggung bagi keadilan fiskal dan akuntabilitas lingkungan. Menurut Working Paper yang dalam OECD (2022), mekanisme MRV yang kuat tidak hanya berperan dalam penentuan beban pajak, tetapi juga menjadi alat pengawasan kinerja industri dalam menurunkan intensitas emisi (Flues & Dender, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pajak karbon di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal seperti UU HPP dan Perpres 98/2021, tetapi juga oleh kualitas tata kelola data emisi, kapasitas institusi pelapor, serta koordinasi antarsektor fiskal dan lingkungan dalam menjalankan sistem NEK secara terpadu.
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun Rencana Strategis Nilai Ekonomi Karbon (NEK) tahun 2022–2030 sebagai peta jalan nasional untuk penerapan pajak karbon secara bertahap. Dokumen ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan menjadi panduan utama dalam implementasi kebijakan berbasis emisi di berbagai sektor ekonomi.
Tahapan implementasi dalam Roadmap NEK 2022–2030 meliputi tiga fase utama yaitu:
1. Tahap I (2022–2024) Fase Persiapan dan Implementasi Awal.
Fokus kebijakan diarahkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara melalui mekanisme cap and tax, yakni kombinasi antara penetapan batas emisi (emission cap) dan pengenaan pajak atas kelebihan emisi. Tahap ini juga mencakup uji coba sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) dan integrasi data emisi ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN PPI) yang dikelola KLHK.
2. Tahap II (2025–2027) Fase Perluasan Sektor.
Pemerintah berencana memperluas cakupan kebijakan pajak karbon ke sektor transportasi, semen, pupuk, dan industri energi intensif lainnya. Pada fase ini, mekanisme cap and trade mulai diperkenalkan secara lebih luas, di mana pelaku usaha dapat melakukan perdagangan izin emisi atau membeli kredit karbon domestik untuk memenuhi kewajiban mereka (World Bank, 2022).
3. Tahap III (2028–2030) Fase Integrasi Penuh.
Tahapan akhir ditandai dengan integrasi penuh pajak karbon ke dalam mekanisme perdagangan karbon nasional dan internasional (carbon offset market). Indonesia juga menargetkan konektivitas antara bursa karbon domestik (IDX Carbon Exchange) dengan pasar internasional untuk mendukung mobilisasi pembiayaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.
	Keberhasilan roadmap pajak karbon Indonesia bergantung pada tiga faktor utama:
1. Koordinasi kelembagaan lintas sektor, terutama antara Kementerian Keuangan, KLHK, dan Kementerian ESDM, dalam menetapkan batas emisi sektor, metodologi penghitungan, dan verifikasi data emisi.
2. Konsistensi kebijakan harga karbon nasional, agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi antarindustri.
3. Transparansi pengelolaan pendapatan pajak karbon, yang idealnya dialokasikan kembali (revenue recycling) untuk mendukung transisi energi, kompensasi sosial, dan peningkatan kapasitas teknologi hijau.
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	No
	Nama Peneliti/Tahun
	Metode yang digunakan
	Hasil Penelitian

	1.
	Trio Ardhimansyah & Muammar Khaddafi (2024)
	Kualitatif (studi kasus & wawancara ahli)
	Mengidentifikasi adanya tantangan kompleksitas administratif yang memerlukan koordinasi antar-lembaga yang kuat, keterbatasan teknis berupa kurangnya data emisi akurat dan sistem pemantauan yang belum matang, serta resistensi dari sektor industri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, 

	2.
	Edy Gunawan (2023)
	Analisis hukum normative
	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan implementasi pajak karbon yang dilakukan pemerintah berdasarkan Pasal 13 dan 17 UU HPP menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap mandat hukum. Alasan penundaan yang diberikan yaitu kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi yang 
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	Rapuh dan kenaikan harga energi yang dinilai berpotensiinkonsisten secara regulasi karena alas an serupa juga digunakan untuk menunda kenaikan tarif PPN. Temuan ini mengindikasikan adanya problem transparansi dan konsistensi kebijakan dalam implementasi pajak karbon di Indonesia.

	3.
	Andrew Christian Sudjono & Ame Suciati Setiawan (2022)
	Kuantitatif (analisis deskriptif komparatif)
	Terdapat kesiapan yang rendah di sektor batubara, ditunjukkan dengan fakta bahwa 34,62% perusahaan batubara tidak mengungkapkan emisi karbonnya. POJK No. 51 tentang laporan Keberlanjutan berperan dalam meningkatkan kesiapan tersebut, Namun pelaporan yang tidak memadai masih menjadi hambatan administrasi utama.

	4.
	Hermiliani Olpah, Ambarwati, & Suwandi (2023)
	Kualitatif (analisis kebijakan)
	Menemukan tantangan regulatif dan administratif dalam pelaksanaan UU No.7/2021; prosedur kompleks dan tumpang tindih dengan peraturan lingkungan lain; potensi kenaikan biaya produksi sektor energi.

	5.
	Ike Yunita Sari (2024)
	Kualitatif (studi pustaka & analisis kebijakan)
	Menemukan regulasi pajak karbon yang tumpang tindih dan belum komprehensif; kesiapan hukum dan kelembagaan masih rendah; disarankan integrasi regulasi dan pasar karbon domestik.

	6.
	Margono, Kukuh Sudarmanto, & Diah Sulistiyani (2022)
	Analisis yuridis-normatif
	Mengkaji keabsahan pajak karbon berdasarkan perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. tantangan muncul dari belum jelasnya panduan administratif dan batas emisi sektor batubara.

	7.
	Melinda Wijaya (2023)
	Kualitatif (analisis deskriptif)
	Kompleksitas aspek pajak, kesulitan pengumpulan data, dan lemahnya sistem pemantauan emisi memperlambat kepatuhan sektor PLTU; partisipasi industri dan pemangku kepentingan penting untuk efektivitas kebijakan.

	8.
	Rizqy Alifa Sofiyati & 
	Kualitatif (analisis 
	Penegakan hukum yang lemah dan 
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	Sapto Hernawan (2023)
	Hukum dan kebijakan publik
	belum adanya roadmap karbon menyebabkan ketidakpastian implementasi,sektor padat energi menghadapi dilemma antara tujuan ekonomi dan lingkungan

	9.
	Fitri Wahyuni (2023)
	Kualitatif (telaah kritis)
	Pajak karbon berpotensi menurunkan emisi dan mendorong inovasi teknologi rendah karbon, tetapi terkendala hambatan regulative, kesiapan infrastruktur, serta dinamika politik-ekonomi nasional.

	10.
	Syaikha Aulia & Julian Aldrin Pasha (2024)
	Studi perbandingan (komparatif lintas negara)
	Menunjukkan dilema antara pembangunan ekonomi dan pengendalian lingkungan; menyoroti kebutuhan komitmen pemerintah dan koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pajak karbon.

	11.
	Athaya Fitri Editiana (2024)
	Deskriptif kualitatif
	Penelitian ini mengkonseptualisasikan penerapan pajak karbon Indonesia melalui skema cap-and-trade dengan tujuan utama mengubah perilaku pelaku ekonomi. Implementasi kebijakan ini didorong oleh penurunan kualitas udara yang membutuhkan tindakan segera, namun aturan teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah.
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Teori Institusional (Institutional Theory)


Bagaimana implementasi pajak karbon di PLTU Embalut?

	
Hambatan teknis dan regulatif
Prosedur Adm yang dilakukan
Mekanisme pelaporan emisi (MRV)
Tingkat Kepatuhan Pajak




Pendekatan Kualitatif Studi Kasus


Teknik Analisis Data
1.Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan
    (Miles & Huberman)
Metode Pengumpulan Data
1.Wawancara
2. Analisis Dokumen
3. Observasi 
    (Jika memungkinkan)



Hasil

Gambaran tentang praktik/implementasi carbon tax di PLTU Embalut
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                         Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pajak karbon pada PLTU Embalut berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan buku Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edisi Ke-6) oleh Creswell & Creswell (hal. 192-193;2023), pendekatan kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna di balik fenomena sosial secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam konteks yang alami (Creswell & Creswell, 2023). Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif dilakukan dalam natural setting, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen, yang kemudian diorganisasi ke dalam tema-tema bermakna untuk menggambarkan realitas yang kompleks. Pendekatan ini tidak berupaya melakukan generalisasi, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengalaman partisipan.


Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini bersifat naturalistik, eksploratif, dan interpretatif. Disebut naturalistik karena penelitian dilakukan di lingkungan nyata PLTU Embalut tanpa manipulasi variable, bersifat eksploratif karena bertujuan menggali pemahaman baru mengenai bagaimana kebijakan pajak karbon diterapkan dan direspons oleh lembaga terkait, dan bersifat interpretatif karena menafsirkan makna di balik tindakan serta persepsi para pemangku kepentingan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip emergent design yang memungkinkan penyesuaian selama proses penelitian berdasarkan temuan di lapangan. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik yang memiliki batas ruang dan waktu tertentu, yakni implementasi 
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kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika, strategi, serta hambatan dalam proses adaptasi kebijakan lingkungan baru. Creswell (2023) menyebut studi kasus sebagai salah satu pendekatan analitik dalam penelitian kualitatif yang menekankan deskripsi mendalam terhadap suatu konteks sosial, diikuti dengan analisis tema dan isu yang relevan (Creswell & Creswell, 2023).
Pada penelitian ini, kerangka analisis yang digunakan adalah Teori Institusional (Institutional Theory). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku organisasi dalam menjalankan kebijakan dipengaruhi oleh tekanan kelembagaan yang terdiri dari tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan kognitif (Scott, 2020). Dalam konteks PLTU Embalut, tekanan regulatif muncul dari kewajiban formal dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tekanan normatif berasal dari ekspektasi publik dan asosiasi profesional terhadap tanggung jawab lingkungan, sedangkan tekanan kognitif berhubungan dengan nilai dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian emisi karbon. Melalui kombinasi pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka teori institusional, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana PLTU Embalut menyesuaikan diri terhadap tekanan kelembagaan melalui mekanisme kepatuhan pajak, penguatan sistem pelaporan MRV, pelaksanaan administrasi procedural serta mengungkap hambatan teknis dan regulasi yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu akuntansi lingkungan, kebijakan fiskal hijau, serta tata kelola kelembagaan sektor energi di Indonesia.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pajak karbon pada PLTU Embalut berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Dalam penelitian kualitatif, sumber data ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian dan kemampuannya memberikan informasi yang kaya mengenai fenomena yang dikaji. Pendekatan ini berorientasi pada kedalaman makna, bukan pada banyaknya jumlah informan. Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikumpulkan secara alamiah (natural setting). Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh, serta memastikan keabsahan informasi melalui pendekatan refleksif, kontekstual, dan etis (Creswell & Creswell, 2023).
[bookmark: _Toc213078452]3.2.1 Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi mendalam terkait implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut. Adapun bentuk dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Wawancara mendalam (semi-structured interview).
Dilakukan terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon, antara lain manajemen dan staf teknis PLTU Embalut. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan interpretatif, menggambarkan persepsi, pengalaman, serta strategi yang dilakukan oleh pihak industri dalam menghadapi tantangan penerapan kebijakan pajak karbon.
2. Observasi langsung di lokasi penelitian.
Jika memungkinkan, peneliti melakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pelaporan emisi, sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta prosedur administratif yang diterapkan di PLTU. Tujuan observasi ini adalah untuk menilai sejauh mana mekanisme pelaporan dan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan nasional.
3. Analisis dokumen internal PLTU.
Meliputi penelaahan terhadap laporan emisi, catatan administrasi perpajakan karbon, serta dokumen operasional yang terkait dengan pengelolaan emisi. Analisis dokumen ini digunakan untuk menelusuri kesesuaian antara ketentuan normatif dalam kebijakan pajak karbon dan implementasi faktual di lapangan.
Pendekatan triangulasi antara wawancara, observasi, dan analisis dokumen dilakukan untuk meningkatkan validitas dan keabsahan temuan penelitian, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata implementasi pajak karbon di PLTU Embalut.
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Data sekunder Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan pajak karbon di sektor energi, khususnya pada PLTU Embalut. Adapun bentuk dan sumber data sekunder yang digunakan meliputi:
1. Dokumen internal dan laporan teknis perusahaan.
Data ini mencakup laporan emisi tahunan, laporan pelaksanaan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), laporan kepatuhan pajak karbon, serta kebijakan internal perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian dan pelaporan emisi karbon. Dokumen tersebut diperoleh dari PT Cahaya Fajar Kaltim sebagai pengelola PLTU Embalut dan kerja sama dengan PT PLN sebagai mitra utama dalam operasional pembangkit.
2. Dokumen pendukung dari instansi terkait dan lembaga pemerintah.
Termasuk pedoman teknis pelaporan emisi, laporan operasional pembangkit, dan dokumen kerja sama dengan instansi pemerintah yang relevan. Apabila memungkinkan, penelitian ini juga memanfaatkan laporan audit energi serta panduan teknis internal perusahaan sepanjang penggunaannya tidak melanggar asas kerahasiaan data industri.
3. Literatur dan referensi ilmiah pendukung.
Meliputi jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan publikasi resmi dari lembaga nasional maupun internasional (seperti Kementerian Keuangan, KLHK, OECD, dan World Bank) yang berkaitan dengan kebijakan fiskal lingkungan dan pajak karbon. Literatur ini berfungsi sebagai dasar teoritis untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil temuan lapangan.
Proses pengumpulan data sekunder dilakukan dengan tetap memperhatikan etika penelitian, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, dan menghormati kebijakan internal industri. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif harus berlandaskan prinsip etika, keaslian data, serta penghargaan terhadap konteks sosial tempat penelitian dilakukan (Creswell & Creswell, 2023).
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Penelitian ini dilaksanakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut, yang berlokasi di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. PLTU Embalut merupakan salah satu pembangkit listrik berbasis batubara yang dioperasikan oleh PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) dan berfungsi sebagai Independent Power Producer (IPP) yang memasok energi listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero). PLTU Embalut memiliki kapasitas produksi sebesar 95 MW, terdiri atas dua unit (2×25 MW dan 1×50 MW) yang beroperasi sejak tahun 2008. Sumber bahan bakar batubara berasal dari wilayah pertambangan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Dengan tingkat utilisasi sekitar 70–80%, PLTU ini menyumbang emisi karbon dalam jumlah signifikan terhadap total emisi sektor energi Kalimantan Timur.
Dari sisi geografis, Kutai Kartanegara merupakan wilayah dengan karakteristik topografi dataran rendah dan perbukitan yang didominasi oleh aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan batubara dan minyak bumi. Secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Samarinda di bagian timur dan Kabupaten Kutai Barat di bagian barat. Kedekatannya dengan pusat industri dan pelabuhan menjadikan Kutai Kartanegara strategis dalam distribusi energi dan logistik batubara. Dari aspek sosial budaya, masyarakat sekitar PLTU Embalut sebagian besar bekerja di sektor pertambangan, pertanian, serta jasa pendukung industri energi. Komposisi sosialnya terdiri atas penduduk lokal suku Kutai dan Dayak yang hidup berdampingan dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Jawa, Bugis, dan Banjar. Struktur sosial masyarakat di wilayah ini bersifat komunal, dengan tingkat solidaritas sosial yang tinggi, namun pada saat yang sama mulai mengalami transformasi nilai akibat perkembangan industri dan urbanisasi.
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Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada rentang waktu 3 November 2025 hingga 31 Januari 2026, berdasarkan izin resmi yang telah diperoleh dari manajemen PLTU Embalut (PT Cahaya Fajar Kaltim). Pelaksanaan penelitian diatur sedemikian rupa agar selaras dengan jadwal operasional industri, proses perizinan internal perusahaan, serta ketersediaan informan kunci yang akan diwawancarai, seperti pihak manajemen, staf pelaporan emisi, dan tim teknis operasional PLTU. Pemilihan periode tersebut mempertimbangkan faktor efisiensi waktu serta relevansi dengan aktivitas perusahaan, mengingat kegiatan pengumpulan data di lingkungan industri membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak internal. Meskipun jadwal penelitian telah ditetapkan, pelaksanaannya tetap bersifat fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebijakan yang berlaku di lingkungan PLTU Embalut.
Sebelum tahap pengumpulan data dilakukan, peneliti telah melalui beberapa tahapan administratif dan akademik, seperti pengajuan proposal dan permohonan izin penelitian melalui Universitas Mulawarman, serta memperoleh surat persetujuan dari pihak manajemen PLTU Embalut. Setelah izin diterima, peneliti melanjutkan ke tahap seminar proposal dan revisi akademik sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan penguji, sebagai dasar agar penelitian siap dilaksanakan di lapangan. Dalam jangka waktu penelitian selama tiga bulan tersebut, kegiatan utama akan difokuskan pada proses observasi, wawancara mendalam, serta pengumpulan dan analisis dokumen internal yang terkait dengan implementasi kebijakan pajak karbon dan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) di PLTU Embalut. Rincian tahapan kegiatan penelitian dijelaskan sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan dan Persiapan (November 2025)
a. Pengurusan izin penelitian ke Universitas Mulawarman dan pihak PLTU Embalut.
b. Penyusunan dan finalisasi proposal penelitian.
c. Pelaksanaan seminar proposal dan revisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan Penguji.
2. Tahap Pengumpulan Data (3 November – 31 Januari 2026)
a. Koordinasi dengan informan dan penyusunan jadwal kegiatan lapangan.
b. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan manajemen dan staf teknis PLTU.
c. Pengumpulan dokumen sekunder, seperti laporan emisi, laporan pajak karbon, serta kebijakan operasional perusahaan.
d. Observasi langsung terhadap proses administrasi pelaporan emisi dan implementasi sistem MRV di lingkungan PLTU.
3. Tahap Analisis Data (Desember 2025 – Januari 2026)
Reduksi, penyajian, dan interpretasi data kualitatif menggunakan kerangka Teori Institusional untuk mengidentifikasi pola, dinamika, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut.
4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir (Januari 2026)
a. Penyusunan hasil analisis akhir dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
b. Finalisasi laporan hasil penelitian untuk diseminasi akademik.
c. Pelaksanaan seminar hasil penelitian sebagai bentuk evaluasi dan penyampaian temuan.
Dengan jadwal tersebut, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan prinsip etika penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis terhadap implementasi kebijakan pajak karbon di sektor energi Indonesia.
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Populasi dalam penelitian ini mencakup enam kelompok utama yang berada di lingkungan PLTU Embalut (PT Cahaya Fajar Kaltim) dan memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pajak karbon berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, yaitu:
1. Manajemen Puncak (Plant Manager atau General Manager).
Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis di tingkat perusahaan, termasuk kebijakan operasional, pengelolaan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi fiskal nasional seperti pajak karbon. Informan dari Manajemen Puncak ini memberikan perspektif kelembagaan dan strategis mengenai bagaimana kebijakan nasional diadaptasi ke dalam kebijakan internal perusahaan.
2. Departemen Rendal (Perencanaan dan Pengendalian).
Berperan dalam perencanaan operasional dan pengendalian kinerja lingkungan, termasuk pengawasan pelaksanaan kebijakan pengendalian emisi. Informan dari departemen ini dipilih untuk memahami integrasi antara strategi operasional dan kepatuhan kebijakan pajak karbon.
3. Departemen Produksi.
Menjadi bagian yang paling langsung berhubungan dengan kegiatan pembakaran batubara dan penghasil emisi karbon. Informan dari departemen ini memberikan data empiris mengenai proses produksi, intensitas emisi, serta penerapan praktik efisiensi energi.
4. Departemen Keuangan dan Pengadaan.
Bertanggung jawab dalam administrasi fiskal, penyusunan anggaran, dan pelaporan kepatuhan pajak karbon. Informan dari bagian ini memberikan wawasan mengenai aspek keuangan, prosedur pembayaran pajak, serta penyesuaian biaya operasional akibat kebijakan fiskal lingkungan.
5. Departemen Teknik.
Mengelola sistem teknis, pemeliharaan alat, dan kalibrasi perangkat pemantauan emisi. Informan dari bagian ini memberikan informasi terkait penerapan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) serta kendala teknis dalam pelaporan karbon.
6. Departemen SDM dan Umum
Berperan dalam pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan pengelolaan komunikasi internal perusahaan. Informan dari bagian ini membantu menjelaskan aspek kelembagaan dan perubahan perilaku organisasi dalam merespons kebijakan pajak karbon.
Keenam kategori informan tersebut mencerminkan struktur organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan pajak karbon. Kombinasi antara manajemen puncak dan lima departemen utama memberikan cakupan data yang holistik, baik dari dimensi strategis, teknis, administratif, maupun sosial kelembagaan.
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Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan kompetensi terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam, valid, dan kontekstual dari pihak-pihak yang memahami secara langsung implementasi kebijakan pajak karbon.
Menurut Creswell & Creswell (hal. 199–200;2023), pemilihan partisipan secara purposif dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif bukan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk mendapatkan pemahaman interpretatif dan bermakna (meaningful understanding) dari individu yang memiliki pengalaman relevan (Creswell & Creswell, 2023).
Kriteria informan yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi:
1. Memiliki jabatan dan tanggung jawab langsung terhadap kegiatan operasional, pelaporan, atau pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak karbon.
2. Telah bekerja minimal dua tahun di PLTU Embalut untuk memastikan pemahaman terhadap sistem operasional dan kebijakan perusahaan.
3. Bersedia memberikan informasi dan perspektif secara terbuka mengenai pelaksanaan kebijakan pajak karbon di lingkungan industri.
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	Kelompok Informan/Departemen
	Jumlah (Estimasi)

	Manajemen Puncak(Plant/General Manajer
	1 Orang

	Departemen Rendal
	1-2 Orang

	Departemen Produksi
	2-3 Orang

	Departemen Keuangan dan Pengadaan
	1-2 Orang

	Departemen Teknik
	1-2 Orang

	Departemen SDM dan Umum
	1 Orang

	Total Estimasi
	7-11 Orang


Jumlah informan tersebut bersifat fleksibel mengikuti prinsip data saturation, yaitu kondisi di mana wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan (Creswell & Creswell, 2023).
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Teknik Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan tahap krusial untuk memperoleh informasi yang mendalam, kontekstual, dan bermakna mengenai fenomena yang diteliti. Sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (semi-structured interview), studi dokumen dan arsip, serta observasi lapangan. Ketiga teknik ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang proses implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut (PT Cahaya Fajar Kaltim) dari berbagai sudut pandang.
Menurut Creswell (2023), penelitian kualitatif memerlukan beragam sumber data (multiple sources of evidence) agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu fenomena. Setiap teknik pengumpulan data memiliki fungsi saling melengkapi seperti wawancara digunakan untuk menggali makna subjektif, dokumen memberikan bukti formal, dan observasi untuk memperlihatkan realitas empiris di lapangan. Ketiga teknik ini juga mendukung prinsip triangulasi data, yaitu proses membandingkan berbagai sumber informasi untuk memastikan keabsahan (validity) dan kedalaman interpretasi hasil penelitian.
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Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali secara langsung pengalaman, pandangan, dan strategi adaptasi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna subjektif dan interpretasi personal dari informan terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut Creswell (2023), wawancara merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun narasi pengalaman (narrative account) melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur (semi-structured interview), di mana peneliti menggunakan panduan pertanyaan terbuka, tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas untuk menggali informasi tambahan sesuai konteks jawaban informan.
Instrumen yang digunakan meliputi:
a. Pedoman wawancara (interview guide) berisi daftar pertanyaan kunci seputar kebijakan pajak karbon, sistem MRV, serta mekanisme kepatuhan perusahaan.
b. Alat perekam suara (voice recorder) untuk mendokumentasikan hasil wawancara secara akurat.
c. Buku catatan lapangan (field notes) untuk mencatat ekspresi, bahasa tubuh, dan konteks non-verbal selama proses wawancara.
Pelaksanaan wawancara akan dilakukan terhadap informan dari enam kelompok utama (manajemen puncak dan lima departemen PLTU), dengan durasi rata-rata 30–60 menit per sesi, tergantung pada kedalaman materi yang dibahas.
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Studi dokumen dan arsip digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dengan data tertulis yang bersifat formal dan faktual. Dokumen menjadi sumber penting dalam studi kasus karena menyediakan rekam jejak kelembagaan dan bukti administratif mengenai kebijakan yang diteliti. Creswell (2023) menegaskan bahwa dokumen berfungsi untuk memverifikasi, mengonfirmasi, dan memperluas hasil temuan lapangan, serta memberikan perspektif kelembagaan yang lebih objektif (Creswell & Creswell, 2023). Dengan mengkaji dokumen, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan pajak karbon diterjemahkan ke dalam prosedur operasional dan pelaporan internal perusahaan.
Jenis dokumen yang akan dikaji meliputi:
a. Laporan emisi karbon PLTU Embalut (laporan MRV: Monitoring, Reporting, and Verification).
b. Dokumen kepatuhan fiskal dan administrasi pajak karbon, seperti laporan keuangan dan laporan lingkungan.
c. Peraturan perundang-undangan terkait pajak karbon, seperti UU No. 7 Tahun 2021, PP No. 98 Tahun 2021, dan Perpres No. 98 Tahun 2021.
Surat edaran, notulensi rapat, serta laporan internal perusahaan terkait pelaksanaan kebijakan lingkungan dan fiskal.
Instrumen analisis yang digunakan meliputi:
a. Daftar checklist analisis dokumen (document review checklist) untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen dengan fokus penelitian.
b. Catatan analisis isi (content analysis sheet) yang digunakan untuk menandai temuan-temuan penting dalam dokumen, seperti pola pelaporan emisi, mekanisme kepatuhan, dan koordinasi antar-departemen.
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Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas dan praktik administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Creswell dalam bukunya berjudul “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 6th” (2023) menjelaskan bahwa observasi merupakan metode penting untuk memahami fenomena dalam konteks alami (natural setting), sehingga peneliti dapat menangkap konteks sosial dan lingkungan yang tidak selalu muncul dalam wawancara atau dokumen. Observasi juga membantu peneliti memperoleh data visual dan perilaku nyata, seperti pola kerja, interaksi antarpegawai, dan implementasi sistem pelaporan di lapangan. Fokus observasi meliputi:
1. Proses pelaporan emisi dan pengisian data dalam sistem MRV.
2. Aktivitas administrasi kepatuhan pajak karbon di lingkungan PLTU.
3. Koordinasi antarpegawai, serta komunikasi dengan instansi pemerintah terkait.
4. Kondisi sosial lingkungan sekitar PLTU dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan perusahaan.
Instrumen yang digunakan dalam observasi meliputi:
1. Panduan observasi (observation checklist) yang berisi indikator aktivitas, perilaku, dan situasi yang akan diamati.
2. Buku catatan lapangan dan kamera dokumentasi, digunakan hanya untuk data non-sensitif yang telah memperoleh izin dari pihak perusahaan.
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Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses berkelanjutan yang dimulai sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan akhir. Proses ini tidak dilakukan secara linier, tetapi bersifat iteratif dan reflektif, di mana peneliti terus meninjau ulang data untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antarfenomena. Menurut Creswell (2023), analisis data kualitatif melibatkan aktivitas pengorganisasian, reduksi, pengkodean, interpretasi, dan penyajian hasil dalam bentuk naratif tematik. Tujuan utamanya adalah mengungkap makna (meaning making) dari data, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel seperti dalam penelitian kuantitatif.
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014), yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu:
1. Reduksi data (data reduction)
2. Penyajian data (data display)
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification)
Ketiga komponen tersebut berlangsung secara siklikal dan saling memengaruhi, hingga menghasilkan temuan penelitian yang valid, kredibel, dan bermakna dalam konteks implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut.
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[bookmark: _Toc212843263]Gambar 3.1 Skema Analisis Data Model Miles dan Hiberman
Sumber: Sugiyono, 2018
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Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Miles, Huberman & Saldana (2014) menjelaskan bahwa reduksi data bukan sekadar membuang informasi, tetapi proses berpikir analitis untuk menemukan makna inti dari data yang kompleks (Miles et al., 2014). Reduksi dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlanjut sepanjang penelitian. Tahapan dalam proses reduksi data meliputi:
1. Transkripsi wawancara secara verbatim dari rekaman suara ke bentuk teks tertulis untuk menjaga keutuhan data.
2. Koding (coding) dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori konseptual, misalnya tekanan regulatif, normatif, dan kognitif sesuai dengan Teori Institusional (Scott, 2020).
3. Seleksi data dengan menyaring informasi yang tidak relevan agar fokus analisis tetap terarah.
Proses reduksi membantu peneliti mengorganisasi data secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam kerangka teoritis yang digunakan.
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Penyajian data (data display) merupakan langkah untuk menampilkan hasil reduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami, guna memfasilitasi proses analisis dan interpretasi. Creswell (2023) menyebutkan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa narasi deskriptif, tabel, bagan tematik, atau matriks konseptual, yang menggambarkan pola dan keterkaitan antar kategori temuan. Dalam penelitian ini, data akan disajikan melalui:
1. Matriks tematik berdasarkan kategori hasil wawancara (regulatif, normatif, dan kognitif).
2. Tabel perbandingan antara hasil wawancara dan dokumen, untuk menilai kesesuaian antara kebijakan formal dan praktik aktual di lapangan.
3. Ringkasan naratif per informan kunci, yang menggambarkan persepsi, strategi, dan tantangan dalam pelaksanaan pajak karbon di PLTU Embalut.
Penyajian data yang sistematis memudahkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan, membandingkan antar sumber, serta menemukan tema besar (emerging themes) yang mendukung interpretasi dalam kerangka Teori Institusional.
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Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses sintesis dari seluruh data yang telah direduksi dan disajikan untuk merumuskan temuan akhir penelitian. Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang (iterative) dan terus diverifikasi sepanjang proses analisis agar hasilnya valid dan reflektif terhadap data lapangan (Miles et al., 2014). Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini meliputi:
1. Interpretasi data berdasarkan Teori Institusional, untuk menjelaskan bagaimana tekanan regulatif, normatif, dan kognitif memengaruhi perilaku kelembagaan PLTU dalam menerapkan pajak karbon.
2. Perumusan temuan utama penelitian, seperti tingkat kepatuhan, legitimasi kelembagaan, efektivitas implementasi, serta hambatan kelembagaan yang muncul.
3. Verifikasi hasil analisis melalui triangulasi sumber dan metode, guna memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian.
Verifikasi dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada tahap akhir, dengan cara membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan realitas empiris di lapangan.
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Proses analisis dalam penelitian ini bersifat interaktif dan siklikal, sebagaimana digambarkan dalam model Miles, Huberman & Saldana (2014). Peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya (misalnya dari penyajian ke reduksi data) untuk memperdalam pemahaman atau memperbaiki interpretasi temuan. Hubungan antar tahap analisis digambarkan sebagai berikut:
Data Collection ↔ Data Reduction ↔ Data Display ↔ Conclusion Drawing / Verification
Proses ini berlangsung secara terus-menerus hingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang komprehensif, valid, dan kontekstual, serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian tentang implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut berdasarkan perspektif kelembagaan.
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Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas empiris, bebas dari bias peneliti, serta memiliki kredibilitas, keandalan, dan validitas konseptual. Keabsahan data kualitatif tidak diukur secara statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan melalui empat kriteria utama, yaitu keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Hal tersebut sesuai yang telah dijelaskan dalam buku “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”, Creswell (2023) menegaskan bahwa peneliti kualitatif harus menggunakan berbagai strategi validasi untuk memastikan integritas dan keotentikan data, di antaranya melalui triangulasi, refleksi peneliti, serta verifikasi silang antar sumber data (Creswell & Creswell, 2023).
Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan hanya melalui teknik triangulasi, karena teknik ini paling relevan dan sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang menekankan keberagaman perspektif informan dan konsistensi antar sumber data. Triangulasi dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kedua bentuk triangulasi ini saling melengkapi dalam menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan kontekstual terhadap implementasi kebijakan pajak karbon di PLTU Embalut.
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Triangulasi merupakan proses pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi berfungsi untuk meminimalkan bias subjektif peneliti serta memperkuat validitas temuan dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut pandang (cross checking). Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dengan membandingkan hasil temuan dari tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:
a. Wawancara mendalam (semi-structured interview), untuk menggali pengalaman dan persepsi aktor kebijakan secara langsung.
b. Studi dokumen, untuk memverifikasi data formal seperti laporan MRV, laporan kepatuhan pajak karbon, dan kebijakan internal perusahaan.
c. Observasi lapangan, untuk mengamati praktik faktual terkait implementasi kebijakan di lingkungan PLTU Embalut.
Dengan membandingkan hasil dari ketiga metode ini, peneliti dapat memastikan konsistensi dan keutuhan data (data convergence), serta menghindari bias yang mungkin muncul dari satu sumber atau metode tunggal.
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Etika penelitian merupakan aspek fundamental dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menjaga integritas ilmiah, menghormati martabat informan, dan memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara bertanggung jawab. Menurut Creswell (2023), aspek etika perlu diterapkan sejak tahap pra-penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil, guna menjamin keadilan, keamanan, dan kepercayaan antara peneliti dan partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menegakkan prinsip-prinsip informed consent, confidentiality, dan academic integrity, serta mengikuti pedoman etika penelitian yang berlaku di Universitas Mulawarman dan peraturan internal PT Cahaya Fajar Kaltim (PLTU Embalut). Prinsip etika ini menjadi pedoman utama dalam setiap interaksi antara peneliti, informan, dan institusi terkait, agar penelitian berlangsung secara profesional dan beretika.
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Sebelum proses pengumpulan data dimulai, peneliti memberikan penjelasan menyeluruh kepada para informan mengenai tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, metode yang digunakan, serta potensi risiko atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Informan diberikan kebebasan penuh untuk memutuskan partisipasi mereka dalam penelitian secara sukarela tanpa paksaan. Bagi informan yang bersedia, peneliti akan meminta persetujuan lisan atau tertulis (informed consent) sebagai bentuk kesepakatan sadar bahwa partisipasi mereka dilakukan dengan pemahaman penuh. Selama proses wawancara, peneliti menegaskan bahwa informan dapat menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasinya kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Langkah ini diterapkan untuk menjamin prinsip otonomi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak partisipan, sebagaimana disarankan oleh Creswell (2023).
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Prinsip kerahasiaan (confidentiality) menjadi prioritas utama dalam penelitian ini. Semua identitas pribadi informan, jabatan, maupun nama departemen tidak akan dicantumkan secara eksplisit dalam laporan hasil penelitian. Sebagai gantinya, peneliti menggunakan kode etik atau inisial (misalnya: Informan A, Informan B, Informan C) untuk menjaga anonimitas partisipan.
Seluruh data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pendukung akan disimpan secara aman dalam arsip pribadi peneliti, serta tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari informan atau pihak perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan (trustworthiness) dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan data. Selain itu, peneliti berkomitmen untuk menjalankan prinsip non-maleficence, yaitu memastikan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan kerugian fisik, sosial, maupun psikologis bagi pihak mana pun yang terlibat. Seluruh ketentuan perlindungan data dan penggunaan informasi dalam penelitian ini juga tunduk pada Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) antara peneliti dan PT Cahaya Fajar Kaltim, yang ditandatangani pada 23 Oktober 2025.
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Mengingat penelitian ini dilaksanakan di lingkungan industri energi yang memiliki sistem keamanan ketat serta data operasional yang bersifat sensitif, peneliti menerapkan etika khusus penelitian lapangan sebagai berikut:
1. Menghormati seluruh protokol keselamatan, perizinan, dan kebijakan internal perusahaan selama kegiatan observasi dan wawancara berlangsung.
2. Tidak merekam, memotret, atau mendokumentasikan area operasional tanpa izin tertulis dari manajemen PLTU Embalut (PT Cahaya Fajar Kaltim).
3. Menggunakan seluruh data dan hasil penelitian semata-mata untuk tujuan akademik, bukan untuk publikasi komersial, advokasi publik, atau kepentingan eksternal lainnya tanpa persetujuan institusi.
4. Menjaga hubungan profesional dan komunikasi yang etis dengan semua pihak perusahaan selama penelitian, guna membangun rasa saling percaya (mutual respect) dan kerja sama yang baik.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berjalan secara etis, aman, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi akademik yang bermakna bagi pengembangan kebijakan fiskal hijau dan tata kelola kelembagaan sektor energi di Indonesia.
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‘Denikian permohonanin,atasperbatian dan kerjasamanya dicapkan erima kasih.
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Kepada Yth:

Dr. Tetra Hidayati,SE.M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

perihal  : Tanggapan Permohonan Izin Penelitian
Dengan hormat,

Menanggapi surat nomor 381/UNIZ)/PT.00.04/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Pengantar
/a atas nama':

Penelitian, dengan ini PT. Cahaya Fajar Kaltim menyetujui maha:

Juliordin 2201036037 Akuntansi 083844630576

Untuk melakukan penelitian di PT. Cahaya Fajar Kaltim dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 3 November 2025 s/d 30 Januari 2026;
2. Mahasiswa bersedia menandatangani dokumen Non-Disclosure Agreement (NDA);
3. Mahasiswa wajib menyampaikan laporan penelitian ke perusahaan;
4. Mahasiswa wajib mengikuti & mematuhi peraturan perusahaan;

Demikian surat balasan ini dibuat, atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. CAHAYA FAJAR KALTIM

Nama  : Salim Assegaf
Jabatan : Manajer SDM & Umum

1. Direktur Manajemen Pembangkitan & SOM

p site Office » Balikpapan Office

pLTUIPP Embalut (2 22,5 MW) & (1x 50 MW) Regus Balikpapan, Panin Tower 8"Floor,

Desa Tanjung Batu, Kec. Tenggarong Seberang, ‘Grand Sudirman Ballkpapan Complex,

Kab. Kutai Kartanegara, Jl.Jendral Sudirman No. 7,

Kalimantan Timur - 76572 Kota Balikpapan,

cik@kepgroupid Kalimantan Timur - 7614 APART OF KEP GROUP
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